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BAGIAN PERTAMA: MEMAHAMI ARTI
PENTING WILAYAH PERBATASAN

Kawasan perbatasan di Indonesia terdiri dari dua macam matra, yakni
matra darat dan matra laut. Kedua kawasan ini dinilai memiliki peran
penting apabila ditinjau dari aspek kepentingan politik, ekonomi, sosial dan
budaya, serta pertahanan dan keamanan sebab menyangkut hajat hidup
banyak orang. Jika mengacu kepada aturan dari hukum laut internasional,
kawasan matra laut berupa titik koordinat batas negara baik batas laut
teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen, yang
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kawasan ini dibatasi oleh
laut teritorial, khususnya pulau-pulau kecil terluar. Sementara untuk matra
darat, mengacu kepada aturan internasional dan kesepakatan bilateral,
ditandai dengan titik koordinat berupa patok-patok batas.

Dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan pesatnya pembangunan
kawasan perbatasan Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 menerbitkan
sebuah payung hukum untuk pengelolaan tata ruang kawasan perbatasan
dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Meskipun demikian, dalam pengimplementasiannya masih dinilai kurang.
Hal ini mengacu kepada minimnya alokasi penganggaran yang digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, baik perba-
tasan tertinggal maupun non-tertinggal, begitu pula dengan pengembangan
infrastruktur kawasan perbatasan oleh pemerintah daerah.

Padahal pengembangan wilayah perbatasan amatlah penting bagi
penyelenggaraan desentralisasi demi memecahkan kebutuhan masalah
ketimpangan antarwilayah dan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan desen-
tralisasi ini memungkinkan setiap daerah untuk dapat mengelola dan
mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara mandiri. Artinya
ada potensi cukup besar bagi daerah untuk memaksimalkan kawasan
perbatasan yang dimilikinya. Rajasa (2001) menyebutkan bahwa apabila

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAGIAN KEDUA: KETERPADUAN
DAN MANAJEMEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

Keterpaduan dan keserasian pengembangan infrastruktur merupakan
dua asas penting penyelenggaraan infrastruktur. Keterpaduan dalam
pengembangan infrastruktur mencakup keterpaduan pada tiap tahapan,
mulai dari perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan moni-
toring, serta evaluasi. Dengan demikian, penyelenggara pembangunan infra-
struktur permukiman—termasuk lokasi pulau terluar, kawasan perbatasan,
dan daerah pariwisata—melaksanakan upaya-upaya koordinasi intensif
dengan berbagai pelaku pembangunan untuk mencapai keterpaduan dan
keserasian penyelenggaraan infrastruktur. '

Dalam upaya pelaksanaan pendekatan keterpaduan dan manajemen
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tentunya ada beberapa
risiko. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa pertimbangan mana-
jemen yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengaplikasikan cara yang
berbeda sesuai dengan kebutuhan proyek mulai dari yang mudah hingga
kompleks. Manajemen risiko dibangun melalui proses yang berhubungan
dengan risiko dan dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan
pemahaman teori matematika tingkat tinggi.

Pada dasarnya pendekatan manajemen risiko ada empat proses dasar
yakni identifikasi, penilaian, analisis, dan mitigasi.

y

Identification ™ Assessment

Analysis > Mitigation

Gambar 6 Pendekatan Dasar Manajemen Risiko
Sumber: AACE (2005)
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BAGIAN KETIGA: TATA PELAKSANAAN
PENINDAKLANJUTAN

Sebagai sebuah penelitian berbasis deskripsi dan explanatory, pene-
litian mengenai model manajemen risiko tentang kerja sama pemerintah
dengan pihak swasta ini terikat kepada tahap-tahap sebagaimana yang
ditunjukkan di dalam gambar berikut.
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Gambar 3.1. Tahapan penindaklanjutan
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BAGIAN EMPAT: MENYELISIK
PENGEMBANGAN WILAYAH
PERBATASAN

Pendekatan segitiga pembangunan berkelanjutan dimaksudkan
sebagai kerangka strategis dalam mengatasi tiga potensi konflik, yakni
konflik sumber daya alam, pembangunan, dan kepemilikan dengan
mengedepankan aspek ekonomi (pertumbuhan ekonomi dan efisiensi),
lingkungan (proteksi lingkungan), dan kesetaraan (keadilan sosial dan
peluang ekonomi) secara integral, holistik, dan berkelanjutan. Analisis
segitiga pengembangan berkelanjutan ini dijadikan rujukan untuk melihat
sejauh mana proses pembangunan daerah tertinggal di wilayah perbatasan
memiliki sensitivitas terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan kesetaraan
tersebut sekaligus mengatasi konflik pembangunan, sumber daya dan
kepemilikan.

Salah satu isu strategis penting lainnya dalam pengembangan kawasan
perbatasan adalah pentingnya membangun hubungan interstate, intergo-
vernment, dan intercommunity di wilayah perbatasan. Merujuk penjelasan
dari Conca dan Dabelko (2002), lingkungan kerja sama akan menjadi kata-
lisator lebih efektif untuk mereduksi potensi konflik kekerasan, memba-
ngun broadering cooperation, fostering (mendorong) demiliterisasi, dan
mempromosikan perdamaian. Dalam konteks ini, diingatkan bahwa apabila
lingkungan kerja sama antarnegara, provinsi, dan komunitas secara formal
dan secara langsung tidak kondusif, harus melakukan eksplorasi terhadap
potensi lingkungan sebagai suatu panduan peacemaking, peacebuilding,
dan conflict prevention berbasis kearifan lokal misalnya kekeluargaan,
kesejahteraan, keadilan, keutuhan sebagai modal sosial dan kultural
masyarakat di wilayah perbatasan dalam mengelola sumber daya alam
dan ekonomi di perbatasan. Pada wilayah perbatasan di mana masyarakat
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PENGEMBANGAN
WILAYAH TERLUAR
INDONESIA:

MENILIK PENGELOLAAN RISIKO

Pengembangan wilayah perbatasan amatlah penting bagi
penyelenggaraan desentralisasi demi memecahkan
kebuntuan masalah ketimpangan antarwilayah dan
kesejahteraan ekonomi. Kebijakan desentralisasi ini
memungkinkan setiap daerah untuk dapat mengelola dan
mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara
mandiri. Artinya ada potensi cukup besar bagi daerah untuk
memaksimalkan kawasan perbatasan yang dimilikinya.
Apabila kawasan perbatasan ini dikelola dengan baik, akan
banyak mendatangkan peluang bagi peningkatan produksi
yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek
pengganda terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
setempat.

Namun, dalam pelaksanaannya pengembangan ini tentunya
memiliki tantangan dan risikonya sendiri. Baik tantangan
maupun risiko ini perlu dikelola dengan baik agar alih-alih
menjadi batu sandungan, malah menjadi faktor pemicu untuk
pengembangan selanjutnya.
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